BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

TAHUN 2020 NOMOR |  SERI F NOMOR

b3

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (1) Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor

8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana
Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, maka

perlu mengatur ketentuan mengenai Penetapan Dana

Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan

setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir

tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan

Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan Tahun

Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

‘Nomor 47



Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang
Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

. .Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400) ;.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Nega;ra Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438); ' .

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Uhdang—Undang Nomor 20 Tahun 2019 'tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6410); |

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik'

Indonesia ......... /



Menetapkan :

10.

11.

12.

13.

14.

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran_
Negafa Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006
tentang Pokok—Poko'k Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 67 Tahun
2006 Seri A Nomor 6); ’

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 63 Tahun
2019 Seri A Nomor 52);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan A Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana
Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PENETAPAN
DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Samosir. -
Bupati adalah Bupati Samosir.

3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Samosir.



Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

- dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala

10.

11.

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah. o

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah
untuk mengdanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentrélisasi.

DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang
selanjutnya disingkat DAU Tambahan Bantuan Pendanaan
Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di
daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan
kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai
perangkat kecamatan.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok
dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi SKPD. _

Pejabat Pembuat Komitmen yéng selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengéuna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil
keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).

12. Dokumen ......... /



12.

13.

(2)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran-SKPD yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-SKPD yang
selanjutnya disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen
yang memuat perubahan pendapatan dan belanja setiap
SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
Perubahan Anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Peraturan bupati ini mengatur mengenai:
a. jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
b. rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan
Kelurahan setiap kelurahan;
c. mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan; dan
d. mekanisme penyaluran DAU Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan.
Besaran Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan
Kelurahan pada kelurahan di Pemerintah Kabupaten
Samosir Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.100.000.000,00 (Dua

miliar seratus juta rupiah).

BAB II1
RINCIAN PEMBAGIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 3
DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk
setiap kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf b sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima
puluh juta rupiah) setiap kelurahan;

(2) Pembagian ......... /



{2) Pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan

untuk setiap kelurahan dengan rincian:

a. Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan

sebesar Rp350.000.000,00 {Tiga ratus lima puluh juta
rupiah);

Kelurahan Pintusona Kecamatan Pangururan sebesar
Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)
Kelurahan Siogung-Ogung Kecamatan Pangururan
sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta
rupiah) |

Kelurahan Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo
sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta
rupiah)

Kelurahan Parhusip III Kecamatan Nainggolan sebesar
Rp350.006.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);
Kelurahan Sirumahombar Kecamatan Nainggolan
sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta
rupiah).

BAB IV

MEKANISME PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN

DAU

PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 4

Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk

setiap Kelurahan dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara

merata.

BABV

PENGGUNAAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN

KELURAHAN

Pasal 5

(1) Pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dialokasikan

ke dalam anggaran program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Kelurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan;

(2) Alokasi ......... /



(2) Alokasi anggaran Program dan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran
kegiatan Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan
untuk dimanfaatkan sesuai ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
PENYALURAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN

Pasal 6
(1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan

dengan cara swakelola menggunakan mekanisme
Tambahan Uang Persediaan (TU) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

(2) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
yang melibatkan penyedia dengan mekanisme langsung (Ls)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 30 Maret 2020

BUPA’!.‘I SMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 70 mara\- 2020

SEKRETARIS DAERAH,

L
Drs. JABIAT"SAGALA, M.Hum

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

TAHUN 2020 NOMOR ! SERIF NOMOR (3}



